PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/2/PBI/2007
TENTANG
LAPORAN HARIAN BANK UMUM
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanagastBank Indonesia di
sektor moneter, perbankan, dan sistem pembayaranlghih
efektif diperlukan dukungan informasi secara hayiangreal
time, tepat waktu, aman, akurat, handal, obyektif, kapgdan
mudah untuk diakses secara simultan;

b. bahwa untuk menyediakan informasi sebagaimamealdiud
di atas, dibangun suatu sistem pelaporan hariarfdak guna
memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka penetdpan
pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayarsta s
pengawasan bank yang berbasis risiko;

c. bahwa pada saat ini informasi harian disediakah sistem
Laporan Harian Bank Umum, namun untuk menyediakan
informasi yang lebih utuh, komprehensif, dan belikag
diperlukan penyempurnaan terhadap Laporan Hariank Ba
Umum tersebut;

d. bahwa untuk menyempurnakan sistem Laporan H& &k
Umum tersebut diperlukan perluasan cakupan kandunga
informasi yang dilaporkan, penyempurnaan sistem, tasa
cara pelaporan Laporan Harian Bank Umum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlichak
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, digeamg perlu
menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia tentangréap

Harian Bank Umum.

Mengingat...
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199Zaten Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 NMomo
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaddom
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik ladian
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tdl999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaramandeg
Republik Indonesia Nomor 4357).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORN
HARIAN BANK UMUM

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Bank adalah Bank umum sebagaimana dimakslagndaasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbaskdagaimana

telah ...
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahu8,18rmasuk
kantor cabang bank asing;

Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputitd&tapusat Bank yang
berbadan hukum Indonesia, Kantor Cabang Bank Asiag, Unit Usaha
Syariah;

Laporan Harian Bank Umum, yang selanjutnya disdtHBU, adalah
laporan yang disusun dan disampaikan oleh BankpBelsecara harian
kepada Bank Indonesia;

Pusat Informasi Pasar Uang, yang selanjutnyebdisPIPU, adalah salah
satu hasil olahan LHBU yang menyediakan informasigymeliputi namun
tidak terbatas pada pasar uang Rupiah dan valutg ssrta informasi dari
sumber lainnya yang terkait dengan pasar keuangan;

Pelanggan PIPU adalah pihak, selain Bank, ylapmat memperoleh hasil
olahan LHBU sesuai dengan ketentuan yang ditetapiékim Bank
Indonesia;

Perjanjian Penggunaan PIPU adalah kesepakatdnlis antara Bank
Indonesia dengan Pelanggan PIPU mengenai pengguPi&dnh dengan
syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Banknesla;

Penyampaian laporan secanmalioe, yang selanjutnya diseb@®n-Line,
adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengamginma rekaman
data secara langsung melalui jaringan komunikaga depada Bank
Indonesia;

Penyampaian laporan secaféline, yang selanjutnya diseb@ff-Line,
adalah penyampaian laporan yang dilakukan denganyangaikan
rekaman data dalam bentuk disket atau media pesekatata elektronik
lainnya kepada Bank Indonesia;

Pasar Uang Antar Bank, yang selanjutnya disBltlAB, adalah kegiatan
pinjam-meminjam dalam Rupiah dan atau valuta asamgar Bank

konvensional dengan jangka waktu sampai dengaat) (&®hun;

10. Pasar...
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)
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Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip &yaryang selanjutnya
disebut PUAS, adalah kegiatan transaksi keuangeykgapendek antarbank
berdasarkan prinsip syariah baik dalam Rupiah mawpiuta asing;

Hari Kerja adalah hari pada saat Kantor PuBaink Indonesia

menyelenggarakan kegiatan kliring dan sistgank Indonesia - Real Time

Gross Settlement.

BAB Il
PENYUSUNAN DATA LHBU
Pasal 2
Bank Pelapor wajib menyusun LHBU.
LHBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meligata transaksional
dan data non transaksional.
Data transaksional sebagaimana dimaksud dafatr(2) meliputi data:
a. PUAB yang terdiri dari PUAB pagi Rupiah, PUABed&upiah, PUAB
valuta asing dan PUAB luar negeri;
b. PUAS;
c. perdagangan surat berharga pasar uang di psarder;
d. transaksi valuta asing.
Data non transaksional sebagaimana dimaksandayat (2) meliputi data:
a. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valutairegy bukan investasi
dengan pihak asing;
b. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valutairgy bukan investasi
dengan pihak asing;
posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
posisi devisa neto;

pos-pos tertentu neraca,;

~ o 2 o

proyeksi arus kas;

g. tingkat...
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g. tingkat imbalan deposito mudharabah Bank Syariah;
h. suku bunga dasar kredit;
I. suku bunga kredit;
J. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertiftkgposito dan suku

bunga tabungan;

k. suku bunga penawargqguotation).

(5) Penyusunan LHBU sebagaimana dimaksud dalam ggat harus
berpedoman pada sistematika penyusunan LHBU yaatgrdidalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

Pasal 3

(1) Bank Pelapor harus menunjuk penanggung jawab untelkyusun dan
menyampaikan LHBU kepada Bank Indonesia.

(2) Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dichgdemia ayat (1) tidak
mengurangi dan atau menghilangkan tanggung jawalbdaksi Bank dan
atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing.

(3) Dalam hal terjadi perubahan atas penanggungljagbagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Bank Pelapor harus mengkinikankg@gran dimaksud.

BAB Il
PENYAMPAIAN LHBU
Pasal 4
(1) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBU kepadakBardonesia secara
lengkap, akurat, dan benar.
(2) Bank Pelapor wajib menyampaikan data transaksibHBU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berikotm header setiap Hari Kerja
secarareal time atau segera setelah terjadinya transaksi pada abngg

laporan.

(3) Bank...
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Bank Pelapor wajib menyampaikan data non tiksisaal LHBU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayabddkut form header setiap
Hari Kerja berdasarkan :

a. posisi akhir hari;

b. proyeksi; atau

c. data riil pada tanggal laporan.

Bank Pelapor wajib menyampaikan data non tisieaal suku bunga
penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Qyhuruf k setiap
terjadi penawaran.

Bank Pelapor wajib tetap menyampaikBonm header walaupun tidak
memiliki data transaksional dan/atau data non #iesienal.

Batas waktu penyampaian LHBU sebagaimana dinthismda ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Surat EdararkBadonesia.

Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dinthgada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) tidak berlaku bagi Bank Pelapangytidak beroperasi,
dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahe@ara tertulis kepada

Bank Indonesia.

Pasal 5

Dalam hal terdapat kesalahan data pada LHBU ydaf thsampaikan kepada

Bank Indonesia, Bank Pelapor wajib menyampaikaeksirLHBU dalam batas

waktu koreksi yang diatur dalam Surat Edaran Badhesia.

(1)

2)

Pasal 6
Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBU dan atareksi LHBU kepada
Bank Indonesia seca@n-Line.
Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknisngga tidak dapat
menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU sedanaline sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan penddasdn secara

tertulis ...
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tertulis kepada Bank Indonesia segera setelahdieyi@ gangguan pada
Hari Kerja yang sama sebelum batas waktu penyampagporan mengenai
gangguan teknis yang dialami dan ditandatanganh dbejabat yang

berwenang.

Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan peabeian secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pelapmmgghp tidak

menyampaikan LHBU secafn-Line.

Dalam hal terjadi gangguan teknis atau gangdaimmya pada sistem dan
atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia makakBhamonesia akan

memberitahukan terjadinya gangguan tersebut seedrdis atau melalui

sarana lainnya kepada Bank Pelapor.

Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBh atau koreksi

LHBU secara On-Line yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), wajib menyakap LHBU dan atau
koreksi LHBU secar®ff-Line pada Hari Kerja yang sama untuk data:
PUAB Pagi Rupiah;

PUAB Sore Rupiah;

PUAB Valuta Asing;

PUAS,;

perdagangan surat berharga pasar uang di Eksender;

-~ ® o o0 T o

suku bunga dasar kredit;

suku bunga kredit;

= Q@

suku bunga deposito berjangka, diskonto seatifdleposito dan suku
bunga tabungan;

I. tingkat imbalan deposito mudharabah Bank syadahn

J. suku bunga penawaraquptation).

Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBh atau koreksi

LHBU secaraOn-Line yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), wajib menydkap LHBU dan atau

koreksi...
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koreksi LHBU secard@ff-Line paling lambat pada pukul 10.00 WIB Hari

Kerja berikutnya untuk data:
. PUAB luar negeri;

. posisi devisa neto;

a

b

C. pos-pos tertentu neraca;

d. proyeksi arus kas;

e. transaksi valuta asing;

f. posisi akhir hari transaksi derivatif jual vauasing bukan investasi
dengan pihak asing;

g. posisi akhir hari transaksi derivatif beli vauasing bukan investasi
dengan pihak asing; dan

h. posisi rekapitulasi transaksi derivatif.

Pasal 7

Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHB&U &oreksi LHBU
secaraOn-Line apabila LHBU dan atau koreksi LHBU tidak diterirokeh
Bank Indonesia sampai dengan batas waktu penyamp&l8U dan/atau
koreksi LHBU sebagaimana diatur dalam Surat EdBeark Indonesia.
Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LH&BuU koreksi LHBU
secara0ff-Line apabila LHBU dan atau koreksi LHBU tidak diterirolzh
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasat§% dan Pasal 6

ayat (6).

Pasal 8
Bank Pelapor yang dianggap tidak menyampaikdBU dan atau koreksi
LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tef@jl menyampaikan
LHBU dan atau koreksi LHBU untuk data:
a. transaksi valuta asing;

b. posisi devisa neto;

C. pOS-...
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C. pos-pos tertentu neraca,;
d. proyeksi arus kas;
e. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuasing bukan investasi

dengan pihak asing;

f. posisi akhir hari transaksi derivatif beli vadutasing bukan investasi

dengan pihak asing; dan
g. posisi rekapitulasi transaksi derivatif.
Tata cara penyampaian LHBU dan atau koreksi UHBebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edarauk Balonesia.

Pasal 9
Kewajiban untuk menyampaikan LHBU dan atau ksre LHBU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 61ay®aial 6 ayat (5) dan
Pasal 6 ayat (6) dikecualikan bagi Bank Pelapogyaengalami keadaan
memaksa force majeure) sehingga mengakibatkan Bank Pelapor tidak
dapat menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU taute
Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikdBUWU atau koreksi LHBU
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus segenberigahukan secara
tertulis kepada Bank Indonesia disertai penjelasangenai penyebab
terjadinya keadaan memakstor¢e majeure) beserta upaya-upaya yang
dilakukan, yang ditandatangani oleh Pejabat yamgdrgang.
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayhayp diberikan sampai
dengan keadaan memakéar¢e majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat teratasi.

BAB IV ...
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BAB IV

HASIL OLAHAN DAN PENGGUNA LHBU
Pasal 10
Bank Indonesia menyediakan hasil olahan LHBPakia Bank Pelapor dan
atau Pelanggan PIPU.
Hasil olahan LHBU sebagaimana dimaksud pada @yberupa:
a. informasi yang disediakan oleh PIPU dalamudeagregat; dan

b. data individual Bank Pelapor yang ditetapkkam @ank Indonesia.

Pasal 11
Bank Pelapor dapat memperoleh hasil olahan paerimformasi yang
disediakan oleh PIPU dalam bentuk agregat dan owt@idual Bank
Pelapor yang bersangkutan.
Pelanggan PIPU hanya dapat memperoleh hasil olai#U berupa
informasi yang disediakan oleh PIPU dalam bentukgay.
Bank Indonesia dapat mengenakan biaya kepada Bah&pd? atas

penyediaan informasi sebagaimana dimaksud paddByat

Pasal 12
Untuk menjadi Pelanggan PIPU sebagaimana dubaétalam Pasal 11 ayat
(2) calon Pelanggan PIPU harus mengajukan permoheaeara tertulis
kepada Bank Indonesia.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ggta(1) disetujui oleh
Bank Indonesia, calon Pelanggan PIPU harus meremgki Perjanjian
Penggunaan PIPU dengan Bank Indonesia.
Pengaturan pelaksanaan mengenai Pelanggan Hi&Ur lebih lanjut

dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 13..
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Pasal 13
Bank Indonesia menyediakan hak akses terhaiségns LHBU di Bank
Indonesia dalam jumlah tertentu kepada setiap B&ekapor tanpa
dikenakan biaya.
Bank Indonesia mengenakan biaya kepada Bankp®elatas setiap
tambahan hak akses terhadap sistem LHBU sebagaitharaksud pada
ayat (1).
Bank Indonesia menyediakan hak akses dan imfsirikepada Pelanggan
PIPU dengan dikenakan biaya.
Bank Pelapor dan Pelanggan PIPU bertanggunghbaatas hak akses
terhadap sistem LHBU yang diberikan oleh Bank |reda.
Pengaturan pelaksanaan mengenai hak aksesialan datur lebih lanjut
dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V
SANKSI

Pasal 14
Bank Pelapor yang tidak menyampaikan seCardLine data transaksional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huhufraf b, dan huruf c
dalam batas waktu penyampaian LHBU sebagaimanakdudadalam Pasal
4 ayat (6) atau secafdff-Line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huryfserta Pasal 6 ayat (6)
huruf a, dikenakan sanksi kewajiban membayar selbgs250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap datandeksional yang tidak
disampaikan dengan sanksi kewajiban membayar pélangak sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari untuksdteruhan data
transaksional.

(2) Bank...
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Bank Pelapor yang tidak menyampaikan seCardLine data transaksional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hudaladn batas waktu
penyampaian LHBU yang ditetapkan sebagaimana dundatalam Pasal 4
ayat (6) atau secafaff-Line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
huruf e, dikenakan sanksi kewajiban membayar selbgs250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap datangeksional yang tidak
disampaikan dengan sanksi kewajiban membayar p&argak sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari untuksdteruhan data
transaksional.

Bank pelapor yang tidak menyampaikan sec@mline data non
transaksional LHBU sebagaimana dimaksud dalam Raagat (4) huruf a
sampai dengan huruf j dalam batas waktu penyamphlBU yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(@yatau secar&ff-

Line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) hsarhpai dengan
huruf i dan Pasal 6 ayat (6) huruf b, huruf c, haruhuruf f, huruf g, dan
huruf h, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebBs250.000,00
duaratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap daia transaksional yang
tidak disampaikan.

Bank Pelapor yang melakukan penawaran suku dumgmun tidak
menyampaikan secar®n-Line data non transaksional suku bunga
penawaranduotation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf
k setiap terjadi penawaran sampai dengan batasivpaktyampaian LHBU
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasgt4(6)atau secara
Off-Line data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat uf®f
dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar REEB0M (dua ratus
lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data penawé#gantation) yang tidak
disampaikan.

Bank Pelapor yang tidak mengirimkan sedaraline form header LHBU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasalt (3), dan Pasal 4

ayat...
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ayat (5) dalam batas waktu yang ditetapkan sebageindimaksud dalam
Pasal 4 ayat (6) atau sec@®#H-Line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5), Pasal 6 ayat (6) dikenakan sanksi keaajiimembayar sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk sefieqm header.

Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksi@mahdn transaksional
LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (@if la huruf b dan
huruf ¢ dan Pasal 2 ayat (4) huruf d sampai dehgauf k, Pasal 6 ayat (5)
dan Pasal 6 ayat (6) huruf a sampai dengan huddldm batas waktu yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 asdak benar
dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar REh0M{ lima puluh
ribu Rupiah) untuk setiap butirtém) kesalahan dengan sanksi kewajiban
membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 j(daaRupiah) per
hari.

Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksi@mahdn transaksional
LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2if hudan Pasal 2
ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal & @yahuruf e sampai
dengan huruf h, dalam batas waktu yang ditetapkbagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 secara tidak benar, dikenakan saelsjiban membayar
sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) urgekap butir ifem)
kesalahan dengan sanksi kewajiban membayar palamgyak sebesar
Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per hari.

Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikarm header dan terdapat
transaksi yang wajib disampaikan Bank Pelapor sergan peraturan ini
maka Bank Pelapor dikenakan sanksi tidak menyarapdirm header
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sanksi tidakyangaikan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),(8yatan atau ayat (4),
dan sanksi menyampaikan data secara tidak benagaeimana dimaksud

pada ayat (6) dan atau ayat (7).

Pasal 15..
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Pasal 15
Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimam&slichdalam Pasal 14
dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mendebet megegiro Rupiah Bank

Pelapompada Bank Indonesia.

Pasal 16
(1) Bank Pelapor yang melakukan pelanggaran terhadsgl Baayat (1) huruf
a, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan samkisninistratif dalam rangka
pembinaan dan pengawasan Bank berupa tegurangertul
(2) Pengaturan pelaksanaan mengenai sanksi terhadak Brelapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15Pakal 16 ayat (1)

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

Pasal 17
Bank Indonesia mengenakan sanksi terhadap Pelangdfab yang tidak
melakukan pembayaran biaya penggunaan PIPU sebagmidiatur dalam
Perjanjian Penggunaan PIPU berupa :
a. teguran tertulis;
b. kewajiban membayar; dan atau

c. penghentian sebagai Pelanggan PIPU.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesiaakam
a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005aten Laporan Harian
Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PeamaBaak Indonesia
Nomor 7/12/PBI/2005, dicabut dan dinyatakan tidakdku; dan

b. Pasal..
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b. Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/312BB% tentang Transaksi
Derivatif dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMORA40
DPM/UKMI/DPD/DPNP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 9/2/PBI/2007
TENTANG
LAPORAN HARIAN BANK UMUM

UMUM

Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang NomamaB8n 1999 tentang
Bank Indonesia sebagaimana telah diubah denganndddadang Nomor 3
Tahun 2004, ditegaskan bahwa bank wajib menyampd#@oran, keterangan,
dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang #detagjeh Bank Indonesia.
Data dan atau informasi dalam laporan, keterandan, penjelasan dimaksud
lebih lanjut digunakan antara lain dalam menyustatissik untuk analisis
kebijakan moneter, pengawasan dan pembinaan barbadie risiko serta
pengelolaan moneter berdasarkan kondisi pasar yang terkini. Berkaitan
dengan hal tersebut maka bank diwajibkan menyuaporén harian secara
akurat, benar dan lengkap serta menyampaikan lap@pada Bank Indonesia

secaraeal time dan tepat waktu.

Sistem devisa bebas di Indonesia telah mempergsrkémbangan dan
integrasi pasar keuangan Indonesia dengan pasandau global termasuk
kegiatan transaksi derivatif.

Konsekuensi lanjutan dari perkembangan dan insegrasar keuangan
tersebut yaitu peningkatan transaksi rupiah anbarek dengan warga negara
asing dan badan asing yang diikuti dengan kegiaekulasi. Disisi lain
kegiatan transaksi derivatif valuta asing margaditng yang mengandung unsur

spekulatif menjadi salah satu faktor yang berparngsgrhadap pergerakan nilai

tukar ...
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tukar rupiah, sehingga secara tidak langsung g¢agmat mengganggu stabilitas
sistem keuangan dan moneter Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indoneslan@agatur kembali
pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagaieréung dalam Peraturan
Bank Indonesia tentang Pembatasan Transaksi Rul@ahPemberian Kredit
Valuta Asing oleh Bank. Dilanjutkan dengan pengatukembali transaksi
derivatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bbdonesia tentang
Transaksi Derivatif.

Berkaitan dengan pengaturan kembali kebijakan-&kai) tersebut diatas
maka penyampaian data kepada Bank Indonesia meesii@m LHBU telah
mengalami penyempurnaan. Sistem LHBU hasil penyena@un tersebut tetap
memiliki keluaran @utput) berupa informasi PIPU dan data individual Bank

Pelapor.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan data transaksional adalah yaiw
dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak sebagai
counterpart.
Yang dimaksud dengan data non transaksional adidéd yang
bukan dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor derghek lain,

dan atau merupakan data posisi atas transaksi Baakor.

Ayat (3) ...



Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan data perdagangan surat barpasar
uang di pasar sekunder adalah data transaksi deai-surat
berharga yang pada saat ini hanya berupa Sertifaatk
Indonesia, sertifikat deposito, deommercial paper.

Huruf d
Yang dimaksud dengan transaksi valuta asifigreign
exchange) adalah transaksi jual beli antara satu mata uang
dengan mata uang lainnya pada harga yang disepyéiad
terdiri dari antara lairtod/tom/spot, transaksi derivatif berupa
forward, swap, option, dan transaksi derivatif lainnya, namun

tidak termasuk transaksi jual beli Uang Kertas 4gldKA).

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pihak asing adalah pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indogasig
berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah datvd?iam

Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Yang dimaksud data posisi akhir hari transaksivadifi jual

valuta asing bukan investasi dengan pihak asindalddata

sebagaimana.
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sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indogasg
berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dare?em
Kredit Valuta asing oleh Bank.

Huruf b
Yang dimaksud data posisi akhir hari transaksivadifi beli
valuta asing bukan investasi dengan pihak asindalddata
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indogas@
berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah datvd?iam
Kredit Valas oleh Bank.

Huruf c
Yang dimaksud data rekapitulasi transaksi deriaddlah data
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indogasg
berlaku tentang Transaksi Derivatif.

Huruf d
Yang dimaksud dengan posisi devisa neto adalalsipevisa
neto sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yarigkbe
tentang posisi devisa neto.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf |
Cukup jelas.



Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah setgak
Pelapor yang diberi otorisasi untuk menyusun danyax@paikan
LHBU.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Kantor Cabang Bank Asing hdedator
cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negemldsarkan
hukum asing atau berkantor pusat di luar negemgyaecara
langsung atau tidak langsung bertanggung jawab deepantor
pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alartattempat
kedudukan di Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengaiorm header adalah formulir LHBU yang
memuat paling sedikit informasi tentang sandi batdgggal
laporan, nomoform, dan jumlalrecord isi.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah ganggamg
menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikdBUL
secaraOn-Line kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan
pada jaringan telekomunikasi dan atau penyebahyain

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan gangguan teknis atau gangigiramya
adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesik tidpat
menerima penyampaian LHBU sec&@a-Line antara lain karena
gangguan pada jaringan telekomunikasi dan ataugbainyiainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...



Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keadaan memaksadq majeure) adalah
keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank Pé&kgdodapat
menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU, antaran lai
kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotasebsec@na alam
seperti gempa bumi dan banijir, yang dibenarkan pégtyuasa atau
pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan keadaan memakgiacg majeure) dapat
teratasi adalah keadaan Bank Pelapor yang secamaaintelah

dapat melaksanakan kegiatan operasional sehinggpat da

menyampaikan..
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menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU kepada Bank

Indonesia sesuai dengan ketentuan ini.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan data individual Bank Pelapialadn data
atau informasi yang merupakan hasil olahan meng&aaik

Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Yang dimaksud hak akses adalah hak yang diberilkan Bank
Indonesia kepada Bank Pelapor dan atau Pelangddln @htuk
dapat melakukanlog-in ke dalam sistem LHBU di Bank
Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) ...



Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Untuk transaksi valuta asing yang dimaksud dengata chon
transaksional meliputi keseluruhan data masing+smgasiata non
transaksional huruf a sampai dengan huruf c padal Raayat (4).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan butitgm) dalam ayat ini adalafield-
field pada setiap record dalam setiap form.
Yang dimaksud dengan penyampaian data tidak bedalata
termasuk penyampaian data yang tidak akurat dak khgkap.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17...



-1C-

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
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